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Halaman 17

Imunitas

Setnov
Salah

Kaprah

Gugat ke MK, Mangkir KPK,
Terancam Panggil Paksa

JAKARTA-Ketua DPR RRI Setya Novanto (Setnov) kemba-
li mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus duga-
an korupsi e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu berda- .
lih memilild hak imunitas dan harus seizin presiden.
Ternyata, sikap vang ditempuh itu menurut ahli hukum
adalah salah kaprah. _

Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara mengatakan,
hak imunitas itu terkait dengan materi yang dibicara-
kan dalam tugas sebagai DPR. Dengan demikian, jika
seorang anggota DPR memilild masalah di luar tugas
keparlemenannya, terutama berkaitan dengan tin-
dak pidana, maka hak imunitas tersebut tak berlaku
bagi anggota dewan = > Baca Imunitas...Hal 7
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~ Imunitas Setnov Salah Kaprah

UU-nya yang dibentuk oleh 3

Sambungan dari hal 1

Berdasarkan masalah yang
sedang menimpa Novanto,
sambung R ﬂy, hak;murutas

DPR memang memperboleh-

* kan KPK untuk menggeledah

ruang kerja tersangka kasus
korupsi,” tukasnya.
Jadi, Refly menegaskan, hak

TImunitas sama sekali tidak ber-*
: laku terhadap kasus yang se-

dengan e-KTP memang diten-
tukan oleh DPR, tetapi setelah

berbagai regulasi dan-aturan
- purterhadap proyek. Jika MKD

yang berhubungan disahkan,
selebihnya trusan proyek
e-KTP adalah domain milik
eksekutif, bukan legislatif lagi.
"Demikian juga pembelaan
Fahri Hamzah yang menyata-
kan bahwa ketidaksetujuannya
dengan pencekalan Novanto ke
luarnegeri dan mengharuskan
permasalahan anggota dewan
diproses di MKD (Mahkamah
Kehormatan Dewan) barulah
anggota dewan diproses oleh
hukum; Kita analisis kembali
bahwa Novanto sudah terindi-
kasi melakukan tidak pidana
korupsi;” ungkapnya kepada
wartawan saat dlhubungl,
Senin (13/11).
Pertanyaannya, kata Refly,
apakah MKD bertugas dan
berfungsi untuk melakukan
penangkapan dan penindakan
terhadap kasus pidana korup-
si? Bukankah DPR RI telah
mengesahkan KPK sebagai
lembaga independen yang
melakukan penanganan terha-
dap pidana korupsi?
"Wewenang MKD adalah we-
wenangyang berkenaan deng-
an kode etik anggota dewan
terutama masalah kewajiban
sebagai anggota DPR, bukan
mengurusi tindak pidana.
Seandainyz ada anggota DPR
yang tersangka tindak pidana,
tetap diproses oleh MKD tetapi
bukan dalam ranah pemberian
hukuman, sanksi dan tindakan,
tetapi lebih condong kepada
ranah etika sebagai seorang
anggota DPR, paparnya.
Kemudian, lanjut Refly, DPR
RI telah membentuk KPK seba-
gai lembaga independen yang
bertugas untuk melakukan
penyelidikan terhadap kasus
korupsi lerhadap lembaga ma-
napun, d

~ dang

g dengan Set-
nov, karena sudah berada di

Huar ranah kerja DPR. UU dan.

segala regulasi e-KTP telah di-
sahkan oleh DPR. Déwan h:
rusnya tinggal melakuk:
ppengawasan, bukan ikut ca

turut campur tangan, sah-sah
saja tetapi hanya menyangkut

masalah kode etik DPR, bukan.

tindak pidana.

Kasus ini murniberada dalam
penanganan KPK, Ini karena
KPK adalah lembaga 1

dench bertentangan dengan
tiga aturan lain yang ada.
Aturan-aturan tersebut adalah
‘UUD 1945 Nomor 20°a ayat 3
soal hak imunitas anggota

. DPR, UU MD3 Nomor 8 Pasal

80 f, dan UU MD3 224 ayat 5,

 yang oleh MK melalui puitusan

Nomor 76/2014, menyatakan
bahwa pemanggilan anggota
MPR, DPR, DPRD, DPD, wajib
meminta izin dari presiden.
{(lihat grafis)  +

"Demikian kami sekarang

Novanto tidak akan memenuhi
pemdnggilan KPK sampai ada-
nya keputusan dari MK menge-
nai dua pasal tersebut. Dirinya
juga tidak bisa menduga lama-
nya proses hukum di MK terse-
but. Tapi, langkah tersebut
hanya untuk membela hak
konstitusional kliennya:
Menurut Frederich, Setnovme-
miliki hak imunitas yang diatur
dalam UU. Karena itu, KPK

innya, Loade Muhammad
Syarif. Bahkan dia menegas-
kan, KPK akan menjemput
paksa Setnov untuk menjalani

pemeriksaan di KPK. Jemput -

paksa terhadap Novanto ber-
dasarkan hukum yang berlaku
terhadap seorang saksi yang

sehingga tindakan akan men-
jadi suri tauladan bagi anggo-
tanya. -

Syarif menilai Novanto yang
beralasan harus izin presiden
merupakan permintaan yang
mengada-ada. Apalagi se-
belumnya Novanto juga per-

umngmr p

”Kalau pada panggilan ketiga
tidak hadir, maka KPK ber das—

‘hanyabisa il Novanto
bila mendapat izin dari
Presiden Joko Widodo:

Wakil Ketua KPK Saul S)tu-

K D
apakah beliau bisa ditabrak,
afau bisa dikesampingkan hak
lmumtasnya Pak Novanto

“selaku Ketua DPR, atau dinya-

takan bahwa wewenang KPK

b}sa npi:

den yang bisa lid
pa sa}a yang terindikasi korup-
si. "Mengenai dalih harus izin
presiden dan alasan di atas itu

jelas sudah salah kaprah. KPK

‘bisa'memanggil anggota, bah-
kan Ketua DPR RI tanpa izin

“terlebih dahulu dari presiden,”

tandasnya.*
Sementara itu, Setnoy tetap

yakin, sehingga kemarin (13/11) -

dia'tidak memenuhi panggilan
KPK dan lebih memilih pergi ke
daerah pemilihannya, Nusa

Tenggara Timur (NTT), Dalam .

keterangan tertulis Bagian
Pemberitaan di DPR, Novanto
tengah mengunjungi Panti
Asuhan Sonaf Maneka di
Kelurahan Lasiana, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang un-
tuk merayakan hari ulang ta-
hunnya yang ke-62. Dia juga
mengirimkan surat yang berisi
penjelasan soal hak imunitas
anggota DPR dan keharusan
KPK mengantongi izin presiden.

Bahkan, kuasa hukum No-
vanto, Frederich Yunadi meng-
ajukan menge;ukan permoho-
nan uji materi dua‘pasal Un-
dang-Undang (UU) KPK ke
Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Fredrich, klien-
nya mengajukan’ uji mate-
1i- Pasal 46 ayat 1 dan 2 dan
Pasal 12 ayat 1 hurufb UU KPK
No 3072002,

Pasal 46 mengatur tentang
kewenangan KPK dalam
melakukan penyidikan yang di

dan tidak boleh dilakukan inti-
mida ma bertugas. "tn
adalah kewenangan KPK. Jadi,
jika KPK melakuk I

dalamnya soal pe-
meriksaan tersangka. Seme;. -
tara Pasal 12 mepgatur tentang

dahan misalnya 1\0 ngung
DPRRI, itu sah-sah'saja karena

wewenang l(I‘K dalam melaku-
kanp f ke
luar negeri.

Dua pasal itu, sambung Fre-

kahi UUD 45/ ujarnya

di Gedung MK, Jalan Merdeka
Barat, Senin (13/11),

Dengan pengajuan permoho-

nan ini, lanjut Frederich,

morang p
saan Ketua DPR Setnov ndak
memerlukan izin presiden.
KPK berharap Novanto koope-

1atif memenuhi, ;pangguan se-

bagai saksi atau tersangka du-

gaan korupsi e-KTP, "Nggak
peiluitu;” katanya kepada war-
tawan saat dikonfirmasi di
Universitas Indonesia (UI)
Depok, Senin (13/11).

Diamini Wakil Ketua KPKla-

arkan hukum bisa

_dengan paksa seperti itu. Tapi

mudah-mudahan beliau
{Novanto, Red) kooperatif’ ka-
tanya.

Syarif menegaskan, memang-
gil paksa terhadap saksi yang

tiga kali mangkir merupakan -

tindakan yang perbolehkan

‘oleh UU. Namun, terhadap

Novanto diharapkan bisa da-
tang ke KPK untuk menjalani
pemeriksaan tanpa harus dip-
aksa hadir. Apalagi Setnovmer-
upakan pimpinan lembaga
tinggi negara yang terhormat,

nah i pemeriksaan
tanpa harus izin presiden. "Itu
alasan yang mengada-ada.
Pertama beliau kan pernah
hadir beberapa kali setelah di-
panggil (KPK, Red). Saat itu
beliau hadir tanpa surat izin
presiden, kenapa sekarang ha-
dir harus kami mendapat izin
dari presiden? Ini sesuatu yang
mengada-ada,’ paparnya.

Menurut Jura Bicara KPK
Febri Diansyah, hak imunitas
bukan berarti seseorang bisa.
kebal hukum. "Jangan sampai
«dipahamyj, ada orang yang ke-

“bal secara hukum, sehingga
 tidak bisa dilakukan pemerik-

saan. Atau ada batas batasan.
Apalagi ini untuk dugaan tind-

ak pidana korupsi,'katanya di
Gedung KPK, kemarin (13/11).

Febri menjelaskan, hak imu-
nitas memiliki batasan, serta
diatur dalam UUD dan UU
MD3. Hak imunitas juga lebih
terkait kepada pelaksanaan tu-
gas atau pernyataan yang di-
sampaikan. ”Hak Imunitas itu
tidak mencakup apabila sese-
orang melakukan dugaan tin-
dak pidana korupsi,’ terangnya.

Pengamat hukum dari Uni-
versitas Nasional (Unas) Ismail
Rumadan meminta agar KPK
tidak bersikap lemah dan tidak
berdaya terhadap Novanto.
Ketegasan harus ditujukan KPK
agar penegakan hukum terkait
korupsi khususnya dalam ka-
sus dugaan korupai e-KTP bisa
terbuka Jebar,

Sementara itu, kemarin,
(13/11) sejumlah massa meng-
gelar aksi unjuk rasa di depan
gedung KPK mendesak agar
KPK segera menangkap dan
menahan Novanto. (aen/nda/
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